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ABSTRAK

Safarin Novarizal. 201910115332. Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU) Kota Bekasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi
dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu.

Norma Pasal 462 UU No 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa KPU tidak memiliki
alasan untuk menolak putusan Bawaslu yang menjadi kewenangan Bawaslu, namun
sebenarnya keputusan dan rekomendasi Bawaslu tidak sera-merta dilaksanakan
KPU, karena adanya Perbedaan tafsir hukum atas UU No 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu dan dengan alasan kepentingan hukum yang lebih luas. Terdapat
perbedaan/disparitas antara keputusan Bawaslu dengan pelaksanaan keputusan
Bawaslu yang menjadi kewenangan KPU pada tataran praktik, sehingga sanksi
administratif yang bersifat reparatoir untuk tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat
mempengaruhi kualitas penegakan keadilan pemilu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan
Bawaslu di Kota Bekasi dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan
menganalisis bagaimana penanganan pelanggaran administrasi pemilu terkait
dengan penegakan keadilan pemilu, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi untuk
meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan pelanggaran. Penelitian ini
didasarkan pada beberapa teori, diantaranya: teori demokrasi yang menjelaskan
bagaimana pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat, teori keadilan pemilu, dan
teori kewenangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis
normatif dimana studi litelatur menjadi sebagai bahan utama dalam penulisan
penelitian ini dan juga didukung oleh materi lapangan. Bahan-bahan yang
terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sebanyak 2 (dua) putusan
pelanggaran penyelenggaraan pemilu di Kota Bekasi hasil dari proses penanganan
pelanggaran administrasi pemilu. Sejatinya sanksi yang dijatuhkan bersifat
reparatoir yakni mengembalikan kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran.
Namun, karena eksekutor pelaksana putusan tersebut ada pada kewenangan KPU,
maka keputusan Bawaslu tidak bisa efektif ditindaklanjuti.

Kata kunci: Bawaslu, Bekasi, pelanggaran administrasi, keadilan Pemilu
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ABSTRACT

Safarin Novarizal. 201910115332. Position and Authority of the Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Bekasi City in Handling Administrative Violations linked to
Upholding Election Justice.

The norm of Article 462 of Law No. 7 of 2017 confirms that there is no reason for
the KPU to reject the recommendations or decisions of Bawaslu which are the
realm of Bawaslu's authority, but in fact the decisions and recommendations of
Bawaslu are not immediately carried out by the KPU, either due to differences in
legal interpretations of Law No. 7 of 2017 concerning Elections as well as with
arguments for the sake of a wider legal interest. There is a disparity in Bawaslu's
decisions with the execution of Bawaslu decisions which are the authority of the
KPU at the practical level, so that administrative sanctions that should be
reparative cannot be realized. This can affect the quality of election justice
enforcement.

The purpose of this study was to analyze the position and authority of
Regency/Municipal Bawaslu in handling election administration violations and to
analyze the handling of election administration violations related to the
enforcement of election justice so that it can be used as a solution to improve the
effectiveness and quality of handling violations. This research is based on several
theories, including: the theory of the rule of law with the theory of democracy which
explains how elections are a form of people's sovereignty, the theory of electoral
Justice and the theory of authority. This research was conducted using a normative
juridical method where the study of literature is the main material in writing this
research, and is also supported by data in the field. Then, the collected materials
were analyzed descriptively qualitatively.

Based on the results of the study, it was concluded.:. 2 (two) the number of decisions
on election administration violations as a result of the process of handling election
administration violations in the Bekasi City. In fact, the nature of the sanction given
is reparatory in nature, that is, returning it to its original condition before the
violation occurred, but because the executor of the decision is under the authority
of the KPU, the Bawaslu decision cannot be effectively followed up.

Keywords: Bawaslu, Bekasi, Administrative Violations, Election Justice
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PRAKATA
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Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam Penanganan Pelanggaran
Administrasi dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu”. Dalam penulisan
skripsi ini banyak menemukan kesulitan, namun atas berkat Rahmat, Taufiq dan
Hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada
kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak
yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Berhasilnya proses
penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan tanggung jawab,
bimbingan, dan motivasi serta segala bantuan dari mereka, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas
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Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Bapak/ Ibu Dosen serta staf pegawai prodi S1 Ilmu Hukum yang telah banyak
memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penulis duduk di bangku
perkuliahan.

5. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H.,M.H dan bapak Rahmat Saputra, S.H.,M.H.
selaku pembimbing skripsi penulis yang banyak meluangkan waktu untuk
memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat yang bermanfaat bagi
penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki yang
baik kepada bapak.

6. Ibu Choirunnisa Marzoeki S.Psi. selaku Ketua Bawaslu Kota Bekasi yang telah
memberikan izin serta bantuan kepada penulis selama penelitian ini
berlangsung.

7. Orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Alwi Effendi (alm) dan Ibunda
tersayang Muslimah serta terkhusus Ibu mertua Ermi yang selalu mendoakan
serta memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah Ta’ala senantiasa
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10.

melimpahkan kebaikan kepada para orang tua penulis agar kelak dapat
mendoakan penulis agar berhasil dalam kehidupan ini, di dunia maupun di
akhirat.

Teristimewa juga kepada istri tercinta Rafika Sari, S.Si.,M.Si. yang telah ikhlas
membantu, mensupport penulis selama menjalani studi hingga mengerjakaan
tugas akhir dan mendoakan tiada henti untuk setiap aktivitas yang dijalani.
Terima kasih kepada anak-naka tercinta, Ahmad Faishal Hariz, Aisyah Khansa
Almahyra dan Althaf Hanan Abdullah sebagai penghibur dan penyemangat
bagi penulis untuk menyelesaikan studi, doa yang tiada putus dan harapan yang
tiada pernah pupus untuk kalian semua.

Untuk sahabat-sahabat saya kelas C2 angkatan 2019 prodi S1 Ilmu Hukum
yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi dan skripsi semoga kita
sukses bersama, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat, Aamin.

Dengan segala ketulusan hati penulis sampaikan bahwa skripsi ini masih

terdapat banyak kerurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran
yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Sehingga kemudian hari dapat
terciptanya karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu
pendidikan bangsa ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para

pembaca dan peneliti lainnya, Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Bekasi, 18 Juli 2023
Penulis

Safarin Novarizal
NPM. 201910115332
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